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Menimbang : a.

Mengingat : 1.

LURAH SONGBANYU,

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
Kalurahan;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan
Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan
prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan
kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat
dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan
menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5339);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6516);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
S53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
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19.

20.
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/ PMK.07/ 2020
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
961);

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak
dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019
Nomor 51);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor
80);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor
37);

Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor
107);

Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 03 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan
Songbanyu Tahun 03 Nomor 2018);

Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 10 Tahun 2020
tentang  Pungutan Desa (Lembaran Kalurahan
Songbanyu Tahun 10 Nomor 2021);

Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 04 Tahun 2021
lentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun
2022 (Lembaran Kalurahan Songbanyu Tahun 2022
Nomor 04).



Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SONGBANYU
dan
LURAH SONGBANYU

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SONGBANYU
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Songbanyu Tahun Anggaran
2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan Rp 2.625.656.816,00
2. Belanja Kalurahan Rp 2.648.252.531,00
Surplus/ (Defisit) Rp 22.595.715,00
3. Pembiayaan Kalurahan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 22.595.715,00
b.  Pengeluaran Pembiayaan Rp 00,00
Selisih Pembiayaan (a - b)) Rp 00,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran Rp 00,00
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
APB Kalurahan;
Daftar Penyertaan Modal;
Daftar Dana Cadangan; dan

Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran
sebelumnya.

AO OoR

Pasal 4
Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional
pelaksanaan APB Kalurahan,

Pasal 5§ :
(1) Pemerintah  Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia

anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan
Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.



(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau
permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal kalurahan.

Pasal 6
Dalam hal terjadi:
a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan
pada tahun berjalan;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek
belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.
Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan
perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan
memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Songbanyu.

Ditetapkan di : Songbanyu

Diundangkan di : Songbanyu
Pada : 30 Desember 2021
C

NUR AYU SAFITRI
LEMBARAN KALURAHAN .SONGBANYU NOMOR 07 TAHUN 2021



LAMPEAMN

PERATURAN KALUFAFAN SONGEANYT
MOMOR 00 TAHUN 2227

TENTANG

ANGGARAN PEMDAPATAN DAN B2 ANIA TESZ

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU

TAHUN ANGGARAN 2022
KODE REK URAIAN 'ﬁ“:" KETERANGAN |
1 2 3 4 |
4 PENDAPATAN
41 Pendapatan Asii Desa 4070000000 i
42 Pendapatan Transfer 2584157 100,50
43 Pendapatan Lain-lain 758 71800 r
JUMLAH PENDAPATAM 2625 656.816,00 '
5. BELANJA ;
5.1. Belanja Pegawai 45235533 12 i
52 Belanja Barang dan Jasa 85229051728
53. Belanja Modal 641.422.000.00 i
54. Belanja Tidak Terduga 505 238 420,00 E
SURPLUS / (DEFISIT) 2258571500 :
6. PEMBIAYAAN .
8.1. Penerimaan Pembiayaan 2255571500 {
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 2ss71500 E
PEMBIAYAAN NETTC 22 535 715,00 ;
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM o i
— e ———— ——

IR 7= 5




RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DES#
PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU KAPANEWON GIRISUBO
TAHUN ANGGARAN 2022
ANGGARAN
S B VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
1 2 3 4 5
4. PENDAPATAN 2.626.656.816,00
44. Pendapatan Asli Desa 40.700.000,00
411, Hasil Usaha Desa 5.700.000,00
4.1.1.01. Bagi Hasil BUMDes 5.700.000,00
01. Bagi Hasil Bumdes PAD 1Ls 5.700.000,00 5.700.000,00
412 Hasll Aset Desa 35.000.000,00
41201 Pengelolaan Tanah Kas Desa 35.000.000,00
01. Sewa Tanah Kas Dan Rumah Nelayan PAD 1Ls 35.000.000,00 35.000.000,00
42 Pendapatan Transfer 2584.157.100,00
421, Dana Desa 1.055.481.000,00
42101 Dana Desa 1.055.481.000,00
01. Dana Desa DDS 1Ls 1.055.481.000,00 1.055.481.000,00
422 Bagl Hasll Pajak dan Retribus/ 65.380.500,00
42201. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 65.380.500,00
01. Bagi Hasil Daerah PBH 1Ls 41.333.300,00 41.333.300,00
02. Bagi Hasil Retribusi PBH 1Ls 24.047.200,00 24.047.200,00
423, Alokasi Dana Desa 846.295.600,00
42301, Alokasi Dana Desa 846.295.600,00
01. Alokasi Dana Desa ADD 1Ls 846.295.600,00 846.295.600,00
424 Bantuan Keuangan Provinsi 238.000.000,00
42401 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 238.000.000,00
01. BKK Provinsi PBP 1Ls 238.000.000,00 238.000.000,00
425 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 379.000.000,00
42501 Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota 379.000.000,00
01. BKK PBK 1Ls 379.000.000,00 379.000.000,00
43 Pendapatan Lain-lain 199.716,00
436 Bunga Bank 799.716,00
4360 Bunga Bank 799.716,00
DLL 1Ls 799.716,00 799.716,00
2.625.656.816,00
Songbanyu |30 December 2021

I 201272021 10:33:28



LAMPIRAN

PERATURAN KALURAMAN SONQBANYU
NOMOR 00 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU

TAHUN ANGGARAN 2022
“ﬁ':m URAIAN A"“‘“R:":AN SUMBERDANA
1 2 ) ] []
4 | PENDAPATAN
4 Pendapatan Asli Desa 40,700.000,00
42 Pendapatan Transfer 2.584,167.100,00
43 Pendapatan Lain-lain 700.716,00
JUMLAN PENDAPATAN 2.020,060,816,00
5 | BELANUA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 266.621,810,00
W\ Penyslenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional 927.856.616,00
Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegla
1101 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 40.950.000,00 | ApD
1101 | 81, Belanja Pegawai 40.950.000,00
11.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 706.328.200,00 | ADD, PAD, PBH
1102 | 51, Belanja Pegawai 705,328.200,00
1.1.08 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 45.667.333,12 | ADD
1103 | 51, Belanja Pegawai 45657.333,12
11.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, 47.788.282,88 | A0, DLL. PAD, |
Perlengkapan Perkantoran, pakaian
1104 | 52 Belanja Barang dan Jasa 39.786.262,88
1104 | 53, Belanja Modal 8.000.000,00
1.1.0 Penyediaan Tunjangan BPD 53.300.000,00 | ADD, PAD
1105 | 51. Belanja Pegawai 53.300.000,00
1.1.08 iaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Pe 2.633.000,00 | PeH
rkantoran, Pakaian Seragam, perj
1106 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.633.000,00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 19.200.000,00 | PBM
1107 | 52 Belanja Barang dan Jasa 19.200.000,00
1199 Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa 13.000.000,00 | ADO, PBH
1199 | 52 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00
13. Administras Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 6.400.000,00
13.02 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipllih) 100.000,00 | PAD
1302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 100.000,00
1.3.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif 8.300.000,00 | oos
1305 | 52 Belanje Berang dan Jasa 6.300.000,00
14, Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 21.366.000,00
IR, 3022071 10% 45 —



mumus URAN ‘”ﬁ‘p‘:‘" SUMBERDANA
1 2 3 4 ]

1.4.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 1.025.000,00 | PAD

1403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.025.000,00

14,04 :"e)nyusunﬂn Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ 570.000,00 | ADD, PAD

1404 | 52 Belanja Barang dan Jasa 570.000,00

1.4.08 Pengembangan Sistem Informasi Desa 4.270.000,00 | oos

1408 | 52 Belanja Barang dan Jasa 4.270.000,00

1.4.10 Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringa 15.500.000,00 | ADD
n Perangkat Desa, dan Pemilih

14.10 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 16.500.000,00

2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 951.736.935,00

24, Sub Bidang Pendidikan 41.160.000,00

21.01 Penyelenggaran PAUD/TK/TPAT KA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa 41.160.000,00 | oos
(Honor, Pakaian dif)

2101 | 52 Belanja Barang dan Jasa 41.160.000,00

22 Sub Bidang Kesehatan 135.421.050,00

2202 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif) 13.000.000,00 | oos

2202 | 52 Belanja Barang dan Jasa 13.000.000,00

2204 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 34.241.050,00 | oos

2204 | 52 Belanja Barang dan Jasa 18.841.050,00

2204 | 53 Belanja Modal 15.400.000,00

229 Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) 6.100.000,00 | pps

2281 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.100.000,00

2298 Insentif kader kesehatan/KB 82.080.000,00 | pos

2298 | 52 Belanja Barang dan Jasa 82.080.000,00

23. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 617.000.000,00

2.3.02 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang 175.000.000,00 | reP

2302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 901.000,00

2302 | 53. Belanja Modal 174.099.000,00

2305 P:;;dhm Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/ParilDrainas 61.500.000.00 | PeK
e

2305 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 1.081.000.00

2306 | 6.3, Belanja Modal 60.419.000,00

2.3.08 Pemeiiharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balal Kemasyarakatan 60.000.000,00 | Pex

2308 | 6.2 Belanja Barang den Jasa 1.457.000,00

2306 | 6.3, Belanja Modal 58.643.000,00

2310 Pembangunan/Rehabililas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa 100.000.000,00 | Pex

2310 | 53, Belanjs Modal 100.000.000,00

23n memwwumuwmmn Jalan Lingkungan 167 500.000,00 | Pex
Permukiman (Dipilin)

2311 | 62 Belanja Barang dan Jasa 3.381.000,00

2311 | 6.3, Belanja Modal 164.119.000,00

e




KODE ANGGARAN
URAIAN SUMBERDANA
REKENING (Rp)
1 2 3 4 ]
2320 Pﬂ'nblnﬁunwﬂohﬂ:ilku!fpmlnm Monumen/Gapura/Batas Desa **) 63.000.000,00 | PP
2320 | 52 Belanja Barang dan Jasa 180.000,00
2320 | 53. Belanja Modal 62.820.000,00
24. Sub Bidang Kawasan Pemukiman 123.280.000,00
2401 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Laya 120.780.000,00 | oDS
k Huni GAKIN

2401 | 52 Belanja Barang dan Jasa 120.780.000,00

2404 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) 2.500.000,00 | oOS

2404 | 52 Belanja Barang dan Jasa 2.500.000,00

26. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 24.114.000,00

26.02 Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dil) 3.750.000,00 | DDS

26.02 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00

26.03 Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/instalasi Komunikasi dan Informasi L 20.364.000,00 | oos
okal Desa

2603 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 20.364.000,00

28. Sub Bidang Pariwisata 10.761.885,00

2803 Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa 10.761.885,00 | DDS

2803 | 5.2. Belanja Barang dan Jasa 2.673.885,00

2803 | 5.3 Belanja Modal 8.088.000,00

3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 10.650.000,00

33 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 7.000.000,00

3.3.05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa 6.000.000,00 | PBH
n & Olahraga Milik Desa

3305 | 52 Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00

3.3.08 Pembinaan Karangtaruna/Kiub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 1.000.000,00 | PBH

33.06 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

34 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 3.650.000,00

34.02 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 1.000.000,00 | PBH

3402 | 5.2 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

34.03 Pembinaan PKK 1.000.000,00 | PBH

3403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.000.000,00

3492 :ﬂ.ﬂw peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP 1.5560.000,00 | oDs

Desa)

3492 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.550.000,00

4 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT £21.108.300,00

4.2, Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 184.604.000,00

4205 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologl Tepat Guna untuk Pertanian/Pete 184.604.000,00 | oos

4208 | 6.2 Belanja Barang dan Jasa 184.604.000,00

45, 8ub Bidang Koperasl, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 26.452.200,00

4502 ::'i?unbtngm Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop 26 492 200,00 | DDS
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4502 | 52 Belanja Barang dan Jasa 26.492.200,00
47. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 10.009.100,00
4.7.04 Pembentukan/Fasililasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi 10.009.100,00 | DDS
produktif
4704 | 52 10.008.100,00
§ £09,238 480,00
8.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 84.438.480,00
5.1.00 Penanggulanan Bencana 84.438.480,00 | oDS
5100 | 54 Belanja Tidak Terduga 84.438,480,00
5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak 424,800.000,00
5.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 424.800.000,00 | oD8
5300 | 54. Belanja Tidak Terduga 424.800.000,00
JUMLAH BELANJA 2.648.262.531,00
SURPLUS / (DEFISIT) (22.595.715,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 22.595.715,00
PEMBIAYAAN NETTC 22.595.715,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAM 0,00
—
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